
WALIKOTA PEKANBAR

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PE

NOMOR I TAHUN 20

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEU

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNI

PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Menimbang a bahwa unit pelaksana

Perhubungan Kota

sebagai Badan Layanan U

Keputusan Walikota

2019 tentang Penetapan

Perparkiran Pada

Pekanbaru Sebagai Instan

Menerapkan Pola Penge

Layanan Umum Daerah;

bahwa unit pelaksana te
yang telah ditetapkan se
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bangan sebagaimana

dan huruf b, perlu

alikota tentang Pola

Layanan Umum

hl A-.-'

a,

WALIKOTA PEKANBARU



Daerah Pada Unit

Dinas Perhubungan Kota

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) U
Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor

Pembentukan Daerah

Lingkungan Daerah

(L,embaran Negara Repu

Nomor 19);

Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah

Indonesia Tahun 20L4

Lembaran Negara Repu

sebagaimana telah diu

dengan Undang-Undang

tentang Perubahan Ked

Nomor 23 Tahun 2Ot4 ten

(Lembaran Negara Repu

Nomor 58, Tambahan

Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah N

Pengelolaan Keuangan

(Lembaran Negara Repu

Nomor 49, Tambahan

Indonesia Nomor 4503),

dengan Peraturan

tentang Perubahan Atas

Nomor 23 Tahun 2OO

Keuangan Badan Layanan

Repulik lndonesia Tah

Tambahan Lembaran Ne

Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah N

Standar Akuntansi

2

3

4

Republik Indonesia Tah

4f z/ 2

Teknis Perparkiran

baru;

Undang Dasar Negara

945;

Tahun 1956 tentang

Kota Kecil Dalam

si Sumatera Tengah

Indonesia Tahun 1956

Tahun 2OL4 tentang

Negara Republik

omor 244, Tambahan

Indonesia Nomor 5587),

beberapa kali terakhir

omor 9 Tahun 2015

Atas Undang-Undang

Pemerintahan Daerah

Indonesia Tahun2015

baran Negara Republik

23 Tahun 2005 tentang

Layanan Umum

Indonesia Tahun 2005

baran Negara Republik

bagaimana telah diubah

Nomor 74 Tahun 2Ol2

Peraturan Pemerintah

tentang Pengelolaan

mum (Lembaran Negara

2075 Nomor l7l ,

Republik Indonesia

71 Tahun 2OLO tentang

tahan (Lembaran Negara

2010 Nomor 123,

8
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Tambahan Lembaran Ne

s165);

Peraturan Pemerintah N

Pengelolaan Keuangan

Republik Indonesia

Tambahan l,embaran N

63221;

Peraturan Menteri Dalam

2018 tentang Badan Lay

Negara Republik lndonesia

Peraturan Menteri Dalam

2O2O tentang Pedoman T

Daerah (Berita Negara

2020 Nomor 1781);

9 Peraturan Daerah Kota

2017 tentang Penye

Angkutan Jalan (km
Tahun 2017 Nomor 10,

Kota Pekanbaru Nomor 10);

MEMUTUS

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TE

KEUANGAN BADAN LAYAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

PERHUBUNGAN KOTA PE

BAB I

KETENTUAN

Dalam Peraturan Walikota ini Y
1. Daerah adalah Kota Pekan

2. Pemerintah Daerah

Pekanbaru.

3. Walikota adalah Walikota

6

7

8

Pasal

Republik Indonesia

12 Tahun 2019 tentang

rah (l,embaran Negara

n 2Ol9 Nomor 42,

Republik Indonesia

egeri Nomor 79 Tahun

Umum Daerah (Berita

un 2018 Nomor 1213);

egeri Nomor 77 Tah:un

Pengelolaan Keuangan

ubiik lndonesia Tahun

baru Nomor 10 Tahun

Lalu Lintas dan

Daerah Kota Pekanbaru

bahan Lembaran Daerah

G POLA PENGELOLAAN

UMUM DAERAH PADA

PERPARKIRAN DINAS

U.

MUM

dimaksud dengan:

Pemerintah Kota

a

baru

4g 1.'-
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4 Badan Layanan Umum

disingkat BLUD adalah

olehunit pelaksana teknis

memberikan pelayanan

mempunyai fleksibilitas

keuangan sebagai

pengelolaan keuangan

5. Pola Pengelolaan Keuangan

Daerah yang selanjutnya

pola pengelolaan

fleksibilitas berupa

praktik-praktik bisnis yang

pelayanan kepada

memqjukan kesejahteraan

kehidupan

ketentuan

umumnya.

6. Unit Pelaksana

Perhubungan Kota

disebut UPT PerPakiran

Perparkiran pada Dinas

yang menerapkan PPK-B

7. Fleksibilitas adalah

pengelolaan keuangan

bisnis yang sehat untuk

kepada masyarakat tanPa

rangka memajukan

mencerdaskan kehidupan

8. Praktik bisnis yang sehat

tugas dan fungsi BLUD-

kaidah manajemen yal1g

dalam rangka pemberian

berkesinambungan.

Rencana Bisnis dan

disingkat RBA adalah

tahunan BLUD, yang disu

bangsa, se

pengelolaan

I

bahan penyusunan rencana

/y 7e/

yang selanjutnya

yang diterapkan

/badan daerah dalam

masyarakat yang

pola pengelolaan

dari ketentuan

pada umumnya.

Badan Layanan Umum

t PPK-BLUD adalah

yang memberikan

untuk menerapkan

untuk meningkatkan

dalam rangka

um dan mencerdaskan

pengecualian dari

padadaerah

Perparkiran Dinas

yang selanjutnya

Unit Pelaksana Teknis

bungan Kota Pekanbaru

dalam pola

menerapkan praktek

meningkatkan layanan

keuntungan dalam

teraan umum dan

adalah penyelenggaraan

berdasarkan kaidah-

, efektif dan produktif

yang bermutu dan

yang selanjutnya

rencana anggaran

dan disajikan sebagai

dan anggaran

4



11.

10. Rencana Kerja Anggaran

disingkat RI(A-BLUD a

rencana pendapatan

arus kas, jumlah dan kuali

yang akan dihasilkan dan

perencanaan anggaran oleh

Dokumen Pelaksanaan

selanjutnya disingkat DPA

yang memuat pendapatan,

proyeksi arus kas, j
dan/ atau jasa yang akan

sebagai dasar pelaksanaan

12. Anggaran PendaPatan

selanjutnya disingkat

Keuangan Tahunan

dibahas dan disetujui

Daerah dan DPRD dan di

Daerah.

13. Pengguna Anggaran ad

kewenangan pe

melaksanakan tugas

dipimpinnya.

15. Pendapatan adalah arus

ekonomi yang timbul dari

selama periode jika

mengakibatkan kenaikan

dari kontribusi penanam

16. Belanja adalah semua

Umum Negara yang mengu

dalam periode tahun an

LUD yang selanjutnya

dokumen yang memuat

biaya, proyeksi

s barang dan/atau jasa

igunakan sebagai dasar

LUD.

BLUD yang

BLUD adalah dokumen

a dan pembiayaan,

dan kualitas barang

dan digunakan

an oleh BLUD.

Belanja Daerah yang

D adalah Rencana

ntah Daerah yang

oleh Pemerintah

pkan dengan Peraturan

pejabat pemegarg

anggaran untuk
fungsi SKPD yang

uk bruto dari manfaat

aktivitas normal entitas

s masuk tersebut

tas yang tidak berasal

al

luaran dari Rekening Kas

Saldo Anggaran trbih
bersangkutan dan

5P/ e/

14. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang

bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD

yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan

pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan

dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutal.



tidak akan diperoleh pem

pemerintah.

17. Cost recouery adalah persen

pendapatan yang diterima

dikeluarkan oleh SKPD/U

BLUD untuk menghasilkan

satu tahun anggaran.

18. Barang adalah merupakan

yang menjadikannya bisa

dipegang, dan mendapat per

19. Jasa adalah kegiatan y

ditawarkan suatu pihak

(pembeli) tanpa wujud

kepemilikan.

20. Piutang adalah klaim atau

dari pihak lain.

21. rJtang BLUD adalah utang

langsung dengan kegiatan

penerimaan barang/jasa

BLUD.

22. Taxif layanan adalah im

jasa yang diberikan oleh

termasuk imbal hasil yang

dapat bertujuan untuk

sebagian dari biaya per unit

23. Kedasama Operasional ad

antara BLUD UPT PerPar

dilaksanakan dengan

produktivitas sumber daya

24. Investasi adalah penggun

memperoleh manfaat

meningkatkan kemampuan

dalam rangka pelayanan ke

25. Basis akrual adalah basis

pengaruh transaksi dan

transaksi dan peristiw

annya kembali oleh

se perbandingan antara

jumlah biaya yang

yang menerapkan PPK-

barang dan jasa dalam

uk dengan wujud fisik

t, dirasa, disentuh,

an fisik lainnya.

memberi manfaat yang

penjual) ke pihak lain

tanpa menghasilkan

yang belum tertagih

aerah yang berhubungan

LUD yang timbul karena

rangka kegiatan

atas barang dan/ atau

BLUD UPT Perpakiran

ar dari investasi dana,

enutup seluruh atau

anan.

kerjasama operasional

dengan pihak ketiga

d untuk meningkatkan

n pelayanan publik.

sumber daya untuk

nomis yang dapat

BLUD UPI Perparkiran

masvarakat.

tansi yang mengakui

stiwa lainnya pada saat

itu tery'adi, tanpa

6
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memperhatikan saat kas ata

dibayar.

26. Nilai omset adalah ju
operasional yang diterima ol

barang dan/atau jasa lay

masyarakat, hasil ke4'a

danl atau hasil usaha lainny

27. Block Fund adala}l

BLUD-UPI dimana peruntu

pencairannya secara period

28. Biaya adalah sejumlah p

ekuitas dana lancar unt

dan/ atau jasa untuk keperl

29. Investasi adalah Pe

manfaat ekonomis yang

kemampuan BLUD dalam

masyarakat.

30. l,aporan keuangan konsoli

keuangan yang meru

laporan keuangan entitas

sebagai satu entitas PelaPor

31 . Sistem pengawasan intern

yang bertugas melaku

pengendalian intemal

pimpinan

pelayanan, keuangan dan

sekitarnya (social

menyelenggarakan bisnis

32. Dewan Pengawas BLUD,

Dewan Pengawas adalah

melakukan pengawasan ter

33. Standar pelayanan minimal

tentang tolok ukur lay

oleh BLUD kepada masy

34. Nilai aset adalah jumlah

neraca BLUD pada akhir s

RLUD untuk

setara kas diterima atau

seluruh pendapatan

BLUD yang berasal dari

yang diberikan kepada

BLUD dengan pihak lain

yalg diberikan kepada

tidak dirinci dan

luaran yang mengurangi

k memperoleh barang

operasional BLUD.

aset untuk memperoleh

dapat meningkatkan

pelayanan kepada

adalah suatu laporan

gabungan keseluruhan

tansi sehingga tersaji

adalah perangkat BLUD

pengawasan dan

rangka membantu

meningkatkan kineq'a

garuh lingkungan sosial

nsibilitg) dalam

selanjutnya disebut

organ yang bertugas

dap pengelolaan BLUD.

adalah spesifikasi teknis

minimal yang diberikan

a yang tercantum dalam

tahun buku tertentu,

*/ a-'



dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD pada UPT

berdasarkan asas:

a. peningkatanpelayanan

b. pemberian fleksibilitas penge

c. meningkatkan kemandirian; d

d. praktek bisnis yang sehat.

(1) Maksud ditetapkannnya Per

untuk memberikan fleksibili

BLUD UPT Perparkiran.

(2) Tujuan ditetapkannya Pera

untuk meningkatkan p

dalam rangka memajukan

mencerdaskan kehidupan

fleksibilitas dalam pengelo

prinsip ekonomi dan prod

praktek bisnis yang sehat

(1) Ruang lingkup PPK-BLUD

diatur dalam Peraturan W

a. fleksibilitas pendapatan;

b. fleksibilitas belanja;

c. fleksibilitas barang dan j
d. fleksibilitas utang dan pi

e. fleksibilitas tarif;

f. fleksibilitas sumber daya

g. fleksibilitaskerjasama

h. fleksibilitas investasi;

i. fleksibilitasremunerasi;

j. fleksibilitas silpa dan de

onal;

f

aset pemerintah daerah

rparkiran dilaksanakan

t;

Pasal 3

Pa

keuangan;

Walikota ini adalah

s dalam penerapan PPK-

ran Walikota ini adalah

an kepada masyarakat

ahteraan umum dan

dengan memberikan

keuangan berdasarkan

ktivitas dan penerapan

4

UPT Perparkiran yang

ini meliputi:

tang;

usla;

an

t.

B! ---



(21 PPK-BLUD UPT

pada ayat (1), tercan

merupakan bagian tidak

Walikota ini.

(3) Ketentuan teknis

sebagaimana dimaksud

dengan huruf j di

pemimpin BLUD UPT

BAB

KETENTUAN

Peraturan Walikota ini

diundangkan.

Agar setiap orang

pengundangan Peraturan

penempatannya dalam Berita

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal !7 lqnvait 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran yang

dari Peraturan

dengan fleksibilitas

ayat (1) huruf a sampai

dengan Keputusan

berlaku pada tanggal

uinya memerintahkan

alikota ini dengan

Kota Pekanbaru.

di Pekanbaru

tanggal 21 fuvai 2022

PEKANBARU,

\
r 

---...-rIRDAUS
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LAMPIRAN PERATURAN W

NOMOR

TANGGAL

POLA PENGELOLAAN KEU

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA U

PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN

1. FLEKSIBILITAS

PENDAPATAI{

Setiap tahun anggaran selambat-lambatny

beq'alan BLUD-UPT menyusun RBA tahun

kepada RBA-BLUD. RBA merupakan penja

Anggaran (RI(A) untuk SKPD-UPI yang menera

kepada BPKAD untuk dikaji bersama Tim Penilai

biaya yang mencakup perhitungan jumlah dan

yang direncanakan dikalikan dengan Unit Cost

diberikan. RBA yang telah dikaji disampaikan ke

penelaahan dai dituangkan ke dalam rancan

APBD.

BLUD-UPI, RBA disusun dan dikonsolida

dipersamakan sebagai RKA-UPT. Setelah ranc

APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan m

telah disetujui menjadi RBA De{initif untuk

menyusun DPA-BLUD-UPT. Bentuk RBA men

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

DPA-BLUD mencakup antara lain :

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Pendapatan merupakan pendapatan yang

(satu) tahun anggaran.

KOTA PEKANBARU

TAHUF, ,022
7 tAH,ASt 2o2z

GAN

T PELAKSANA TEKNIS

OTA PEKANBARU

awal bulan Agustus tahun

tnya dengan berpedoman

dari Rencana Kerja dan

PPK-BLUD. RBA diajukan

-BLUD mengenai standar

tas jasa dan/atau barang

jasa dan/ atau barang yang

TAPD untuk dilakukan

Peraturan Daerah tentang

dengan RKA-SKPD. RBA

Peraturan Daerah tentang

mimpin BLUD melakukan

adi RBA definitif. RBA yang

sebagai acuan dalam

kepada Peraturan Menteri

Layanan Umum Daerah.

g akan dihasilkan.

terima oleh BLUD selama 1

A-''
10t!



Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yg timbul

dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam

modal.

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

a. jasa layanan; Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada

masyarakat.

b. hibah; Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah

terikat dan hibah tidak terikat. Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang

berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai

pengeluaran BLUD sesuai RBA. Hibah terikat diperlakukan sesuai

peruntukannya.

c. hasil kerJa sama dengan pihak lain; lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain

dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa nnenyewa dan

usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

d. APBD; Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan

yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari

kegiatan pembiayaan APBD.

e. APBN; Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN dapat berupa

pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan

dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan/atau bantuan lainnya. BLUD

dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan

proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan

ketentuan dalam pelaksanaan APBN.

f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sahl antara lain :

1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; Hasil penjualan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan

kekayaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2l hasil pemanfaatan kekayaan;

3) jasa giro; Pendapatan jasa giro langsung menambah rekening

pendapatan BLUD yang bersangkutan

4) pendapatan bunga;

5) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

6) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

d.an/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; danlatau

ef a/
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7) hasil investasi.

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan

dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh

pendapatan dilaporkan kepada BPKAD selaku PPKD setiap triwulan.

Bentuk laporan pendapatan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Fleksibilitas pendapatan adalah Pendapatan BLUD akan masuk ke dalam

rekening penerimaan BLUD. Pendapatan dapat dikelola dan dimanfaatkan

sepenuhnya oleh BLUD tanpa meminta persetujuan SKPD. Penerimaan APBD

merupakan pendapatan bagi BLUD dan kewajiban bagi pemda.

Pasal 7A ayat (1) Permendagri 79 Tahun 2Ol8 menjelaskan bahwa untuk

pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian rekening kas BLUD

digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya

bersumber dari pendapatan BLUD.

Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat rekening kas umum daerah

(RKUD), kemudian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran juga

memiliki rekening Bendahara Penerimaan dan rekening Bendahara

Pengeluaran. Hal yang sama berlaku juga untuk Bendahara Penerimaan

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang terdapat di UPT.

Sedangkan untuk BLUD, ada 2 (dua) Bendahara yang diatur Permendagri

79 /2A18 yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Dengan demikian rekening kas BLUD dipegang oleh Pejabat Keuangan.

Pada mekanisme ini semua penerimaan dan pengeluaran kas BLUD bermuara

di Rekening kas BLUD dipegang oleh Pejabat Keuangan. Bendahara Penerimaan

BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD berlaku seperti Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Daerah dan memiliki

rekening bank tersendiri baik keduanya atau salah satunya. Bendahara

Penerimaan BLUD dalam batas waktu yang ditentukan (untuk Pemerintah

Daerah biasanya diatur paling lama t hari kecuali keadaan geografis kurang

mendukung atau penerimaan tersebut merupakan dana titipan pihak ketiga,

uang jaminan, uang muka pelayanan) menyetor penerimaan yang diterimanya

secara tunai/ non tunai ke rekening kas BLUD.

Pendapatan secara tunai/non tunai dilakukan dengan cara menyetor

atau transfer langsung ke Rekening Bendahara Penerimaan danf atau Rekening

kas BLUD. Dalam hal Pemimpin BLUD berhalangan sementara atau tetap

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditunjuk pejabat yang

A-f q/
/12



diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Otorisasi Pencairan Dana

(Surat-OPD).

Dalam hal Pemimpin BLUD berhalangan sementara atau tetap

penunjukkan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani Surat-OPD

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membawahi BLUD. Pejabat

yang diberi kewenangan menggantikan Pemimpin BLUD berhalangan

sementara atau tetap tersebut dapat diambil dari pejabat di SKPD yang secara

operasional membidangi tugas dan fungsi UPT BLUD atau pemimpin BLUD yang

lain atau Pelaksana Tugas (PLT) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan penatausahaan penerimaan dan/atau

pengeluaran BLUD dapat ditemukan adanya transaksi koreksi atas pendapatan

dan/atau belanja yang dilakukan/diterima sebelumnya. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penyesuaian atas koreksi tersebut. Koreksi yang dapat terjadi

diantaranya adalah :

4.. Contoh koreksi kesalahan pendapatan :

Koreksi pendapatan yang mempengaruhi kas BLUD dapat timbul dari

adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan

kebijakan akuntansi, serta kesalahan interpretasi fakta, atau kelalaian.

Dimana, dokumen pencairan yang dapat digunakan berupasurat pencairan

dana BLUD, kuitansi atau dokumen lainnya yang sah.

Perlakuan untuk transaksi koreksi pendapatan atas penerimaan

pendapatan periode tahun berkenaan dibukukan sebagai pengurang

pendapatan periode tahun bersangkutan. Sedangkan untuk koreksi dan

pengembalian atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode

tahun sebelumnya,dibukukan sebagai belanja lain pada periode ditemukan

kesalahan, koreksi dan pengembalian tersebut. Misalnya pengembalian

pendapatan / uang muka pasien yang terjadi pada periode berjalan

ataupun periode sebelumnya.

b. Contoh koreksl kesalahan belanJa :

BLUD dapat melakukan koreksi karena suatu pengeluaran belanja diterima

kembali oleh kas BLUD / Bendahara Penerimaan BLUD. Dimana, dokumen

pencairan yang dapat digunakan berupa surat tanda setoran, nota kredit

atau dokumen lainnya yang sah. Apabila koreksi belanja terjadi pada

sebuah periode pengeluaran belanja, maka penerimaa kembali tersebut

dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode tahun yang sama.

?-/
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Namun, jika penerimaan atas koreksi kesalahan belanja tersebut diterima

pada periode tahun berikutnya, maka penerimaan atas koreksi kesalahan

belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Misalnya koreksi belanja

gaji yang tedadi pada periode berjalan ataupun periode sebelumnya.

Berdasarkan pos akun besar anggaran BLUD, penatausahaan dibagi

menjadi 3 (tiga)jenis yaitu : Penatausahaan pendapatan BLUD; penatausahaan

belanja BLUD; dan penatausahaan pembiayaan BLUD, dan berdasarkan

kemungkinan-kemungkinan mekanisme, jenis bendahara dan jumlah rekening

kas yang digunakan diatas maka dapat dirumuskan penatausahaan

keuangannya sebagai berikut :

1 Proses pelaksanaan pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD merupakan lain-iain Pendapat Asli Daerah/PAD yang

sah bagi suatu daerah. Pendapatan BLUD berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2OL8 pasal 31

mengamanatkan bahwa dalam melakukan penyediaan barang dan/atau

jasa layanan umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dapat

menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik

Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan

umum.

Realisasi 5 (lima) jenis pendapatan BLUD tersebut dapat dilaksanakan

melalui suatu mekanisme berdasarkan beberapa alternatif. Untuk lebih

memahami penatausahaan pendapatan BLUD ini, penjelasan akan

menggunakan alternatif terlengkap yaitu terdapat 3 (tiga) rekening yaitu

rekening yaitu rekening kas BLUD, rekening di Bendahara Penerimaan

BLUD, dan rekening di Bendahara Pengeluaran BLUD sebagai berikut :

yang tertera pada Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan/atau dokumen

lain yang dipersamakan dari pemberi pendapatan. Bendahara

Penerimaan BLUD mempunyai kewqjiban untuk melakukan

pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang

tertera pada dokumen penerimaan uang.

Pembayaran/bukti lain yang sah minimal 3 (tiga) lembar dimana

lembar asli untuk diberikan kepada pemberi pendapatan dan Salinan

v
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l- untuk arsip Bendahara Penerimaan BLUD dan Salinan 2 untuk

arsip.

idealnya harus disetor ke rekening kas BLUD paling lambat 1 (satu)

hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda

Setoran (STS). Dalam keadaan tertentu misalnya karena kondisi

geografis atau ketersediaan Lembaga keuangan terdekat jauh dari

lokasi BLUD atau karena jumlah penerimaan BLUD tidak sebanding

dengan biaya penyetoran jika dilakukan setiap hari atau penerimaan

tersebut merupakan dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang

muka pelayanan, maka batas waktu penyetoran paling lambat 1 (satu)

hari kerja berikutnya dapat dikecualikan dan diatur batas waktu yang

wajar bagi BLUD untuk dapat menyetor penerimaannya.

Setoran (STS) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.

2. Pembukuan Pendapatan Bendahara Penerimaan BLUD

Transaksi penerimaan pendapatan BLUD yang menggunakan minimal

dokumen TBP dan STS akan melalui sedikitnya 3 kemungkinan mekanisme

pembukuan atau pencatatan berdasarkan cara penerimaan pendapatnya.

Ketiganya adalah:

1. Pembukuan atas Pendapatan secara Tunai

2. Pembukuan atas Pendapatan melalui Rekening Bank Bendahara

Penerimaan BLUD

3. Pembukuan atas Pendapatan melalui Rekening kas BLUD

3. Pembukuan atas Pendapatan secara Tunai

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan

BLUD menerima pembayaran tunai dari pemberi pendapatan. Apabila

pembayaran menggunakan cek, maka pencatatan dilakukan ketika cek

tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima.

Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan BLUD

menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum BLUD.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai

berikut :

4- "a/'
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4

l) Berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan ffAnlTnumi Lain yang Sah,

bendahara penerimaan BLUD ,r,"rrgi{i Buku penerimaan dan
I

Penyetoran pada bagian penerimaan kol{m tanSsal dan kolom nomor

bukti. Bendahara penerimaan juga mengisi informasi di kolom uraian
bawah pembayaran dilakukan secara tu#.

2l Kemudian bendahara penerimaan men$identifikasi jenis dan kode

rekening pendapatan. 
i

Lalu bendahara penerimaan BLUD -"rrgi[i kolom kode rekening.

3) Bendahara penerimaan BLUD menca,J,l ,U"t transaksi pada kolom
jumlah. I

t

Langkah-langkah pembukuan pada saa{ penyetoran ad alah sebagai

berikut , I

I

1) Bendahara penerimaan membuat STS fan melakukan penyetoran

pendapatan yang diterimanya ke rekenin{ kas umum BLUD.

2) Bendahara penerimaan mencatat penyettran ke rekening kas umum

BLUD pada Buku Penerimaan dan 
I 

Penyetoran pada bagian

pengeluaran di kolom Tanggal, No. STS d{n Jumlah Penyetoran.

3) Selain pembukuan pada Buku Penerimaari dan Penyetoran, bendahara

penerimaan mengisi register STS. I

Pembukuan atas Pendapatan melalui Rekenlng Bank Bendahara

Penerlmaan BLUD

Pemberi pendapatan dapat meiakukan pembayaran melalui rekening

bendahara penerimaan BLUD. Dalam kondisi tersebut, pencatatan

dilakukan saat bendahara penerimaan BLUD menerima informasi dari

bank mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara

penerimaan BLUD hingga penyetorannya. Pencatatan dilakukan pada

Buku Penerimaan dan Penyetoran pada saat penerimaan dan pada saat

penyetoran.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di
rekening bank bendahara penerimaan BLUD adalah sebagai berikut :

1) Bendahara penerimaan BLUD menerima pemberitahuan dari bank

(pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan)

mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.

2\ Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari penerima layanan

barang dan/atau jasa (bisa berupa slip setoran atau bukti lain yang

sah), bendahara penerima BLUD melakukan verifikasi dan rekonsiliasi

o>-/
l6

4f
atas penerimaal tersebut.



3) Setelah melakukan verifikasi dan

bendahara penerimaan BLUD

Penerimaan dan Penyetoran pada

kolom tanggal. Pada kolom uraian

dilakukan melalui rekening

4) Kemudian bendahara penerimaan B

sesuai dengan jenis pendapatan yang

mengisi kolomjumlah sesuai dengan j

Langkah-langkah dalam membukukan

pusat BLUD atas penerimaan penda

bendahara penerimaan BLUD adalah se

1) Bendahara penerimaan membuat

pendapatan yang diterimanya dengan

bank bendahara penerimaan BLUD ke

2l Bendahara penerimaan mencatat

pada Buku Penerimaan dan

ui asal penerimaan,

penerimaan di Buku

kolom no. bukti,

informasi pembayaran

BLUD

kolom kode rekening

Setelah itu bendahara

penerimaan yang didapat.

ke rekening kas umum

melalui rekening bank

t:

melakukan penyetoran

transfer melalui rekening

kas BLUD.

ke rekening kas BLUD

bagian pengeluaran.

( sa-
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2. F'LEKSIBILITAS

BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari

mengurangi Saldo Anggaran tebih dalam periode

dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

Biaya BLUD merupakan biaya operasional

Biaya operasional, mencakup seluruh biaya yang

ralgka menjalankan tugas dan fungsi. Biaya

seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam r
tugas dan fungsi. Biaya BLUD dialokasikan

peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan

pelayanan. Pembiayaan program dan kegiatan

kelompok, jenis, program dan kegiatan.

a

Blaya operaslonal terdiri dari:

blaya pelayanan; Biaya pelayanan mencak

yang berhubungan langsung dengan kegia

terdiri dari:

1). biaya pegawai;

2l biaya bahan;

3) biaya jasa pelayanan,

4) biaya pemeliharaan;

5) biaya barang dan jasa; dan

6) biaya pelayanan lainlain.
b. Blaya umum dan admlnlstrasi; Seluruh

berhubungan langsung dengan kegiatan

1) biaya pegawai,

2l biaya administrasi kantor;

3) biaya pemeliharaan;

4l biaya barang danjasa;

5) biaya promosi; dan

6) biaya umum dan admiristrasi lain-lain.

ing Kas Umum Negara yang

un anggaran bersangkutan

oleh pemerintah.

dan biaya non operasional.

menjadi beban BLUD dalam

on operasional mencakup

menunjang pelaksanaan

ntuk membiayai program

dan kegiatan pendukung

ialokasikan sesuai dengan

seluruh biaya operasional

pelayanan. Biaya pelayanan

ya operasional yang tidak

anan, terdiri dari : a

"L.-
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Biaya non operasional terdiri dari :

a. biaya bunga,

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

Biaya operasional dan biaya non operasional digunakan sebagai dasar

perhitungan biaya per unit layanan (unit cost). Seluruh pengeluaran biaya

BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD harus sesuai dengan RBA dan

disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. Seluruh pengeluaran biaya BLUD

yang bersumber dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan serta

dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ). SPM Pengesahan dan

SPTJ diajukan oleh BLUD-UPT yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

BLUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pengeluaran belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pengesahan oleh Kuasa BUD. Bentuk SPTJ sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Ta}:un 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah.

Bentuk laporan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah.

Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Ambang batas maksimal yang

diperkenankan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan jasa layanan.

Perhitungan ambang batas tersebut tercantum dalam RBA tahun berjalan.

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang

disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas

RBA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas pengeluaran biaya

BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain

dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan

tambahan anggaran dari APBD kepada Kepala BPKAD selaku PPKD melalui

Kepala SKPD. Pengajuan harus dengan perhitungan yang cermat, teliti, dan

terukur sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi dan

U-
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Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD-UPT

berikut:
a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran

b. melakukan pemungutan pendapatan atau

c. menyimpan kas dan mengelola rekening

d. melakukanpembayaran;

e. mendapatkan sumber dana untuk menutup

f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek

tambahan dalam satu tahun anggaran.

Pengelolaan Kas BLUD-UPT dilaksanakan

yang sehat. Penarikan dana yang bersumber

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

peraturan perundang-undangan. Surat Perin

diterbitkan setelah SPD ditandatangani oleh peja

Kas yang mengakibatkan beban APBD

peraturan perundang-undangan.

kegiatan sebagai

jangka pendek; dan

k memperoleh pendapatan

berdasarkan praktik Bisnis

APBD dilakukan dengan

sesuai dengan ketentuan

Membayar (SPM) Giro

yang ditunj uk. Pengeluaran

sesuai dengan ketentuan

4t/
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3. FLEKSIBILITAS

BARAIYG dan JASA

Barang adalah merupakan produk dengan wujud fisik yang

menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapat

perlakuan fisik lainnya.

Jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan

suatu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) tanpa wujud dan tanpa

menghasilkan kepemilikan

Belanja barang/jasa dialokasikan pada APBD secara block fund sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan berupa operasional layanan umum.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal DPA-BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD

tahun sebelumnya. DPA-BLUD yang telah disahkarr oleh Kepala BPKAD selaku

PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang

dan/atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penarikan dana untuk belanja barang

dan/atau jasa dilakukan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah

ditetapkan dalam DPA-BLUD. DPA-BLUD menjadi Lampiran perjanjian kinerja

yang ditandatangani oleh Walikota dengan pemimpin BLUD-UPT. Perjanjian

kineda merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Kepala

BLUD-UPT, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performdnce

agreement). Dalam perjanjian kinerja Walikota menugaskan pemimpin BLUT-

UPT untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola

dana sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-BLUD UPT.

Perjanjian kineda antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

manfaat bagi masyarakat.

Pengadaan barang/jasa BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dilakukan dengan

mempertimbangka.n prinsip elisiensi dan ekonomis sesuai dengan ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan. UPT Perparkiran Dinas

.?_
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Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau j
Pengadaan atau Kelompok Kerja pada ULP ab

dilakukan oleh Pejabat

atPengadaan(4rfz

Perhubungan Kota Pekanbaru dengan BLUq status penuh diberikan

fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau sel]:ruhnya dari ketentuan yang

berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atfu jasa Pemerintah apabila

terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Xef.daan BLUD- UPT merupakan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta 
{itakut<an 

dan dimanfaatkan

sepenuhnya untuk menyelenggarakan pelayanafr umum. BLUD-UPI tidak

dapat menjaminkan atau memindahtangankan 
""{, r".r* 

merupakan kekayaan

kepada pihak lain. 
I

Fleksibilitas barang dan jasa adalah Peratrfran pengadaan barang dan

jasa tidak mengacu pada Perpres pengadaan baran[ danjasa pemerintah. BLUD

mengatur sendiri dengan peraturan Pemimpin ef.{-lO atau dengan mengajukan

peraturan kepala daerah mengenai pengadaan lbarang/jasa sebagai dasar

peraturan. 
I

BLUD UPI Perparkiran dapat diberikan rcttiUmtas berupa pembebasan

sebagian atau seluruhnya dari ketentuan VanS ufum bagi pengadaan barang

dan/ atau jasa pemerintah, apabila terdapat 
fasan 

efektivitas dan/atau

efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. 
I

Pengadaan barang dan/atau jasa dilakufl berdasarkan prinsip efisien,

efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskrimir[atif, akuntabel dan praktek

bisnis yang sehat. I

II. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ataujasf BLUD Perparkiran diberikan

fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atf jasa yang sumber dananya

berasal dari: 
I

a. jasa layanan; 
Ib- hibah tidak terikat ; 
Ic. hasil kerjasama dengan nihak lain; dan 
Id. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 
I

Untuk pengadaan barang danl atau jasa yang 
fumber 

dananya berasal dari

hibah terikat dapat dilakukan dengan mengik{ti ketentuan pengadaan dari

pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pen$adaan barang dan/atau jasa

yang berlaku bagi BLUD. Pengadaan barang $n/atau jasa meliputi:

a. pengadaan barang; I

b. pengadaan jasa konstruksi; I

c. pengadaan jasa konsultansi; dan I

d. pengadaan jasa lainnya. 
I



oleh Pemimpin BLUD dan Kelompok ke{a

Layanan Pengadaan Daerah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau

Pejabat Pengadaan yang dibentuk oleh

dari Hasil pekerjaan dari Pejabat Pengadaan

Hasil Pekerjaan. Tim Pemeriksa Hasil Pekerj

BLUD.

il Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau

Pengadaan barang dan/atau jasa

nilai yang diatur sebagai berikut :

a. pengadaan barang dan/atau jasa

juta rupiah) kebawah dengan

krvitansi (bukti pembelian);

b. pengadaan barang dan/atau jasa di a
juta rupiah) sampai dengan Rp250.O00.

juta rupiah) dilakukan dengan metode

c. pengadaan barang danf atau jasa dari

ratus lima puluh juta rupiah)

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ru
Penunjukan Langsung;

d. pengadaan barang dan/ataujasa di atas

ratus juta rupiah) dilakukan dengan

perundang-undangan yang berlaku ten

Jasa Pemerintah.

StrIAKELOLA

Swakelola merupakan kegiatan

pekerjaannya direncanakan, dikedakan

BLUD sebagai penanggung jawab anggaran,

atau kelompok masyarakat. Pekeq'aan

swakelola meliputi:

a. pekerjaan yang secara rincildetail

terlebih dahulu, sehingga apabila

Barang/Jasa akan menimbulkan

besar; dan

b. penyelenggaraar: diklat, kursus, pena

penyuluhan.

tetapkan oleh Kepala Unit

asa BLUD dilakukan oleh

BLUD UPT Perparkiran

oleh Tim Pemeriksa

dibentuk oleh Pemimpin

berdasarkan jenjang

nilai Rp.5.000.000,00 (lima

faktur/nota dan/atau

nilai Rp.5.000.000,00 (1ima

,00 (dua ratus lima puluh

Langsung;

Rp250.0O0.000,00 (dua

pai dengan maksimal

dilakukan dengan metode

Rp500. 000.000,00 {lima
ti ketentuan peraturan

Pengadaan Barang dan

barang/jasa di mana

atau diawasi sendiri oleh

pemerintah lain dan

dapat dilakukan dengan

dapat dihitung/ ditentukan

oleh Penyedia

dan risiko yang

, seminar, lokakar5ra atau

al
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Prosedur swakelola meliputi kegiatan

pengawasan, penyerahan, pelaporan dan

perencanaan swakelola meliputi:

a. penetapan sasaran, rencana kegiatan

b. penyusunan jadwal pelaksanaan

yang cukup bagi pelaksanaan

c. penyusunan rencana keperluan

rinci serta dijabarkan dalam

mingguan dan atau rencana keda

Pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan

oleh pelaksana lapangan/pelaksanaan

Anggaran secara berkala.

pelaksanaan,

ban. Kegiatan

jadwal pelaksanaan;

mempertimbangkan waktu

; dan

dan peralatan secara

a bulanan, rencana kerja

dilaporkan setiap bulan

kepada Pengguna

{
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I.

4. FLEKSIBILITAS

UTANG dan PIUTANG

PTUTANG

Piutang adalah klaim atau tagihan yang bisa

Dalam pembukuan, jenis-jenis piutang

jika orang/perusahaan belum menerima

pinjaman, atau transaksi lainnya

Flesibilitas piutang adalah BLUD mengelola

penyerahan barang/jasa atau transaksi yang

tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

ketika piutang telah jatuh tempo dan

penagihan yang baik. Piutang yang tak

mutlak atau bersyarat. BLUD juga dapat

jangka pendek dan jangka panjang.

Piutang BLUD adalah piutang daerah, B

sehubungan dengan penyerahan barang

langsung atau tidak langsung dengan

dikelola dan diselesaikan secara tertib,

bertanggung jawab serta dapat memberikan

praktek bisnis yang sehat dan

perundangundangan yang berlaku.

Piutang yang berhubungan langsung d
piutang yang timbul karena penyerahan

kegiatan utama BLUD. Piutang yang berhu

kegiatan BLUD adalah piutang yang timbul

PTNGELOLAAN PIUTANG

a. Pemimpin BLUD harus

kemampuan penanggung piutang dalam

masyarakat atau pihak ketiga. Pemberian

memberikan nilai tambah pada BLUD.

b. BLUD tidak diperkenankan memberikan

utang yang tidak mampu melunasi

kemanusiaan dan /atau peraturan -unda.ngan

dapatkan dari pihak lain.

dalam laporan keuangan

bayaran dari penjualan,

tang sehubungan dengan

ubungan langsung atau

piutang dilakukan

kan dengan administrasi

dapat dihapus secara

utang atau pinjaman

dapat memberikan piutang

jasa yang berhubungan

BLUD. Piutang BLUD

, ekonomis, transparan dan

tambah, sesuai dengan

kan ketentuan peraturan

kegiatan BLUD adalah

dalam rangka

tidak langsung dengan

luar kegiatan utama BLUD.

keuangan BLUD dan

mberikan piutang kepada

tang dapat dilakukan jika

utang kepada penanggung

karena alasan sosial

?--
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c. Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan

melakukan penatausahaan sesuai dengal praktek bisnis yang sehat.

d. Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi
piutang. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang
jatuh tempo.Dalam melaksanakan penagifuan piutang, BLUD

menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan

tagihan atas piutang BLUD.

e. Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan
penagihan secara maksimal di atas BLUD menyerahkan pengurusan

penagihan tersebut kepada Panitia umsan Piutang Negara (pupN)

dilampiri buktibukti valid dan sah.

f" Terhadap, Piutang BLUD yang telah dinyatakan Piutang Negara

Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN, Pemimpin BLUD

melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD

dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.

PENGHAPUSAN PIUTANG

a. Penghapusan Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih
Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara

bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD. Penghapusan secara

bersyarat dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari
pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan penghapusan hak tagih

BLUD.

Penghapusan dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya

setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan

Negara dan Lelang. Penghapusan mutlak hanya dapat dilakukan
setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola

Kekayaan Negara dan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penghapusan Bersyarat

Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat

sesuai jenjang kewenangannya. Penghapusan secara bersyarat

terhadap Piutang BLUD ditetapkan oleh:

a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp.200.000.000

(dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;

b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk
jumlah lebih dari Rp.2O0.000.000 (dua ratus jut",W sarnpal

1Z-./'
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c.

dengan Rp.500.000.000 (lima ratus
utang. Dalam hal tidak terdapat

diberikan oleh pejabat yang di

c. Walikota untuk jumlah lebih dari

rupiah) sampai dengan Rp.5.000.0

penanggung utang; dan

d. Walikota dengan persetujuan D

Rp.5.000.000.000 (lima milyar ru

Dalam hal piutang dalam satuan mata

dihapuskan secara bersyarat adalah

kurs tengah Bank Indonesia yang ber

tanggal surat pengajuan usul pengha

Piutang BLUD yang akan dihapuskan

Pejabat Keuangan secara berjenjang

dari Kantor Wilavah Direktorat J
yartg wilayah kerjanya melipu

Penghapusan secara bersyarat atas Piu

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dalam hal piutang adalah berupa

piutang ditetapkan sebagai Piu

Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitny

secara bersyarat dari Badan

b. dalam hal piutang adalah selain

setelah piutang ditetapkan sebagai

Penghapusan Mutlak
Penghapusan secara mutlak, sepanjang

ditetapkan:

a. Walikota untuk jumlah sampai

milyar rupiah) per penanggung u

b. dengan persetujuan DPRD,

Rp.5.000.000.000 (lima milyar ru

Dalam hal piutang BLUD dalam satuan

yang dihapuskan secara mutlak adalah

kurs Bank Indonnesia yang berlaku 3 (

pengajuan usul penghapusan

27

ti wila

uta rupiah) per penanggung

Pengawas, persetujuan

oleh Walikota;

500.000.000 (lima ratus juta
.000 (tima milyar rupiah) per

untuk jumlah lebih dari

per penanggung utang.

asing, nilai piutang yang

yang setara dengan nilai
pada 3 (tiga) hari sebelum

oleh Pejabat Keuangan.

bersyarat diusulkan oleh

mendapat pertimbangan

Piutang dan Lelang Negara

kerja Kota Pekanbaru.

BLUD dari pembukuan

tutan Ganti Rugi, setelah

Negara Sementara Belum

rekomendasi penghapusan

Keuangan; atau

tang Tuntutan Ganti Rugr,

t piutang BLUD,

Rp.5.O00.000.000 (lima

dan

jumlah lebih dari

) per penanggung utang.

uang asing, nilai piutang

yang setara dengan nilai

hari sebelum tanggal surat

1r/'af



Piutang BLUD yang akan dihapuskan sec

Pejabat Keuangan secara be4'enjang

Pengawas, dan Walikota setelah menda

Wilayah Direktorat Jenderal Piutang

ke{anya meliputi wilayah ke{a Kota

mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan

a. diajukan setelah lewat waktu 2

penetapan penghapusan secara be

b. penanggung utang tetap tidak m
menyelesaikan sisa kewajibannya

keterangan dari aparat/ pejabat y

Penghapusan terhadap piutang BLUD

ditetapkan sebagai satuan keq'a

diselesaikan sesuai dengan ketentu

undangan yang mengatur mengenai

daerah sebagai instansi pemerintah.

U. Utang BLUD

Utang (hutang) atau pinjaman adalah

neraca.

Utang BLUD adalah utang daerah. BLU

sehubungan dengan penerimaan barang, j
berhubungan langsung atau tidak langsung d

dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisie

bertanggung jawabserta dapat memberikan

praktek bisnis yang sehat dan

perundang-undangan yang berlaku.

Utang yang berhubungan langsung dengan

yang timbul karena penerimaan barang/jasa

BLUD. Utang yang berhubungan tidak lang

adalah utang yang timbul di luar kegiatan u

Pengelolaan Utang BLUD

BLUD dapat melakukan utang seh

operasional dan/atau perikatan utang

dikelola dan diselesaikan secara tertib, e

a

dan bertanggungjawab.

?-
2B

bersyarat, diusulkan oleh

da Pemimpin BLUD, Dewan

t pertimbangan dari Kantor

lelang Negara yang wilayah

baru. Penghapusan secara

dengan ketentuan:

(dua) tahun sejak tanggal

arat piutang dimaksud;

punyai kemampuan untuk
yang dibuktikan dengan

berwenang.

ang terjadi sebelum BLUD

menerapkan PPK-BLUD

peraturan perundang-

ghapusan piutang aegara /

dari kelompok pasiva dan

dapat melakukan utang

dan/atau transaksi yang

ngan kegiatan BLUD. Utang

, ekonomis, transparan, dan

ilai tambah, sesuai dengan

ketentuan peraturan

giatan BLUD dalah utang

alam rangka kegiatan utama

g dengan kegiatan BLUD

BLUD.

bungan dengan kegiatan

dengan pihak lain. Utang

sien, ekonomis, transparan,

?--



Utang dapat berupa utang jangka

Perikatan utang jangka pendek atau u

oleh pejabat yang berwenang secara

utang.

L Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan

tidak lebih dari 12 (dua belas)

dapat digunakan untuk

operasional dan keperluan menutup

Belanja operasional merupakan

untuk memberikan manfaat jangka

sehagaimana dimaksud dalam ayat

syarat:

a. kegiatan operasional yang di

b. kegiatan tersebut telah ada di

c. saldo kas dan setara kas

membiayai kegiatan

dapat ditunda;

d. jumlah utang jangka pendek

dengan jumlah utang jangka

melebihi ISVI (lima belas

BLUD di luar Anggaran Penda

dan hibah terikat;

e. persyaratan lainnyayangditen

persetujuan atas utang jangka

2. Utang Jangha PanJang

Utang jangka panjang merupakan

lebih dari 12 (dua belas) bulan. U

digunakan untuk pengeluaran

adalah pengeluaran yang diperlu

aset tetap yang dilaksanakan un

pelayanan BLUD.

Utang jangka panjang terlebih

persetujuan Walikota. Utang

dengan syarat:

atau utang jangka panjang.

jangka panjang dilakukan

enjang, berdasarkan nilai

tang yang jatuh temponya

Utang jangka pendek hanya

uhi kebutuhan belanja

delisit kas.

yang dimaksudkan

Utang jangka pendek

2), dapat dilakukan dengan

dari APBN/APBD;

tidak mencukupi untuk
yang mendesak dan tidak

masih ada ditambah

yang alan ditarik tidak

dari jumlah pendapatan

dan Belanja Daerah dan

oleh pemberi utangi dan

diberikan oleh PPKD.

tang yang jatuh temponya

jangka panjang hanya dapat

a modal. Belanja modal

untuk program pengadaan

meningkatkan kemampuan

dahulu wajib mendapat

panjang, dapat dilakukan

As--
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a. kegiatan yang dibiayai dengan

tercantum dalam Renstra

b. kegiatan yang akan dibiayai

teknis maupun keuangan;

c. jumlah utang yang masih ada

akan ditarik tidak melebihi 7

dari jumlah pendapatan BLUD

dan Belanja Daerah dan hibah

d. tidak mempunyai tunggakan

e. laporan keuangan telah diaudit

f. persyaratan lainnya yang

Persetujuan atas utang jangka panj

b. Prosedur PengaJuan Utang

Pemimpin BLUD menetapkan rencana

usulan Pejabat keuangan BLUD.

utang, dilakukan berdasarkan prioritas

dalam Renstra Bisnis BLUD. Penyu

dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan belanja operasional dan

b. kemampuan membayar utang;

c. batas maksimum kumulatif utang;

d. kemampuan penyerapan utang; dan

e. biaya utang.

Rencana kebutuhan utang sekurang*

a. studi kelayakan kegiatan;

b. proyeksi keuangan dari kegiatan

c. rencana pembiayaan secara kesel

d. rencana pengembalian pokok utang

Pemimpin BLUD mengajukan usulan

dengan utang kepada dewan

rekomendasi. Dalam ha1 tidak terdapat

diberikan oleh pejabat yang ditunjuk

Usulan kegiatan yang telah mendapat

pejabat yang ditunjuk, diusulkan

dalam rencana keq'a pemerintah daerah.

e
30

diteta

tang jangka panjang telah

BLUD;

dinilai layak dari aspek

tambah dengan utang yang

(Tujuh Puluh Lima Persen)

luar Anggaran Pendapatan

pengembalian utang;

tahun terakhir; dan

oleh pemberi utang.

diberikan oleh Walikota.

tuhan utang berdasarkan

sunan rencana kebutuhan

tan BLUD yang tertuang

rencana kebutuhan utang,

a modal;

dilampiri dengan:

diusulkan;

; dan

pembayaran bunga.

yang akan dibiayai

untuk mendapatkan

Pengawas, persetujuan

Dewan Pengawas

PPKD untuk dimasukkan

i/-



c. PerJanJian Utang

Komitmen BLUD dengan calon pem

perjanjian utang. Perjanjian utang

a. pihak-pihak yang mengadakan

b. jumlah utang;

c. peruntukan utang;

d. persyaratan utang;

e. penyelesaian sengketa; dan

f. keadaan kahar (fore mqieure)

d. Kewajiban Membayar Utang

BLUD wajib membayar pokok utang,

Kewajiban pembayaran utang

dianggarkan dalam RBA-BLUD dar

bersangkutan.

Dalam hal terjadi ketidakmampuan

utang pemerintah daerah

pembayaran utang tersebut.

utang dituangkan dalam

kurangnya memuat:

yang telah jatuh tempo.

yang jatuh tempo wajib

kan pada tahun yang

dalam membayar kembali

iban mengambil alih

a/-
31
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5. FLEKSIBILITAS

TARIF

BLUD-SKPD/BLUD-UPT wqjib mempunyai

pelayanan minimal yang ditetapkan dengan

pelayanan minimal bertujuan untuk

yang memenuhi persyaratan pada fokus jenis

dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta

minimal harus mempertimbangkan kualitas

kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan u

Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses

tunggu untuk mendapatkan layanan.

BLUD-SKPD/BLUD-UPT dapat memungut

sebagai imbalan atas barang/jasa layanan

barang/jasa layanan yang diberikan diteta

disusun atas dasar perhitungan biaya per unit

dana, berdasarkan suatu hasil kajian yang

mengusulkan tarif kepada Walikota melalui

mengusulkan tarif kepada Walikota melalui S

menetapkan besaran tarif yang diusulkan, terle

oleh Tim Penilai PPK-BLUD. Penetapan tarif harus

a. kontinuitas dan pengembangan layanan;

b. daya beli masyarakat;

c. asas keadilan dan kepatutan:

d. kompetisi yang sehat;

e. kebijakan daerah.

BLUD mengenakan tarif layanan sebagai im

dan jasa kepada masyarakat dalam bentuk

Pemimpin BLUD menyusun tarif layanan

kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan,

keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang

Tarif layanan adalah imbalan atas jasa

hasil yang wajar dari investasi dana yang

menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang uarkan

dan menggunakan standar

Walikota. Standar

batasan layanan minimal

anan, dapat diukur, dapat

waktu. Standar pelayanan

, pemerataan dan

tuk mendapatkan layanan

, tata cara dan waktu

biaya kepada masyarakat

diberikan. Imbalan atas

dalam bentuk tarif yang

atau hasil perinvestasi

prehensif. BLUD-SKPD

Daerah. BLUD-UPT

Pembina Teknis. Untuk

dahulu dilakukan penelitian

mempertimbangkan :

atas penyediaan barang

tarif atau pola tarif.

mempertimbangkan aspek

daya beli masyarakat, asas

perparkiran yang imbal

kan yang bertujuan untuk

e--
32
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Jasa layanan parkir parkir pada UPT

fasilitas parkir di ruang milik jalan milik
parkir dipungut tarif dengan nama tarif
jalan. Subjek tarif layanan parkir adalah orang

menggunakan dan/atau menikmati pelayanan

Perparkiran.

Tingkat penggunaan jasa layanan parkir

Perparkiran diukur berdasarkan golongan zoraa,,

waktu parkir. Prinsip jasa layanan parkir memper

a. Biaya penyediaan marka parkir dan rambu

b. Biaya pengawasan dan pengendalian

c. Biaya operasional dan pemeliharaan

d. Kemampuan masyarakat; dan

e. Keadilan.

1 Penatausahaan dan Pengelolaan

UPT Perparkiran melaksanakan

pendayagunaan tarif layanan parkir sesuai d

undangan. UPT Perparkiran melaporkan

tarif layanan parkir kepada walikota sesuai

Untuk mendukung transparansi dan

pendayagunaan tarif layanan parkir, UPT

system pelaporan online untuk tingkat
jangka waktu penggunaan lahan parkir

daerah.

Braluasi

Jasa Layanan parkir pada UPT Perparkiran

parkir dievaluasi sesuai kebutuhan. Evaluasi

telah ditetapkan oleh Walikota.

2

kiran adalah pemakaian

tah Daerah. Jasa layanan

parkir didalam ruang milik

atau badan hukum yang

yang disediakan oleh UPI

yang disediakan oleh UPT

kendaraan, dan jangka

tikan hal sebagai berikut:

penerimaan dan

ketentuan perundang-

dan pendayagunaan

ketentuan

tabilitas penerimaan dan

wajib menerapkan

, pendapatan dan

jalan milik pemerintah

dilakukan oleh Tim yang

z-
33
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6. FLEKSIBILITAS

SUMBIR DAYA MANUSIA

SDM BLUD terdiri dari pejabat pengelola

bertanggung jawab terhadap kinerja umum

fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberi

menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung

terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pej

Sumber Daya Manusia pada Badan

Pelaksana Teknis pada Dishub yang selanjutnya

pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bekerja

terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai B

Sipil. Pengelolaan SDM BLUD UPT pada Dishub,

a. proporsionalitas;

b. kinerja operasional;

c. keadilan dan kesetaraan;

d. profesionalisme;

e. akuntabilitas;

f. efektif dan efisien;

g. transparansi;

h. responsibilitas;

i. independensi; dan

j. produktifitas.

Penerapan asas dalam rangka

perhubungan kepada masyarakat.

BLUD UFrI dalam melaksanakan tugas dan

etik masing-masing dengan berpedoman pada

undangan. Sumber daya manusia BLUD terdiri a

a. pejabat pengelola; dan

b. pegawai.

Pejabat Pengelola bertanggungjawab ter

pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan

layanan. Pegawai menyelenggarakan kegiatan un

Pejabat pengelola dan pegawai berasal dad:

pegawai. Pejabat pengelola

, pelaksanaan kebijakan

Pegawai bertugas

BLUD. Pejabat pengelola

teknis.

Umum Daerah Unit

but SDM BLUD UPT adalah

BLUD UPT Dishub yang

UPT Non Pegawai Negeri

kan asas

mutu pelayanan bidang

ngsinya menerapkan kode

tuan peraturan perundang-

kinerja umum operasional,

BLUD dalam pemberian

mendukung kinerja BLUD.

e-/
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I

a. pegawai negeri sipil; dan/atau

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian

peraturan perundang-undan gan.

Adapun syarat kedudukan dan status sumber

f. BLUD dapat mengangkat Pejabat

professional lainnya. Pengangkatan

profesionalitas, kemampuan keuangan dan

ekonomis, dan produktif dalam meningka

g. Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal

dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap

h. Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga

untuk masa jabatan paling lama 5 (lima)

kembali untuk 1 (satu) kali periode masa j
Pengangkatan kembali untuk periode masa

berusia 60 (enam puluh) tahun.
j. Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai

lainnya dilaksanakan sesuai dengan

disetujui PPKD.

k. Pengangkatan dan penempatan dalam ja
pegawai berdasarkan kompetensi dan kebu

Sehat.

l. Kompetensi berupa pengetahuan,

kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan

dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Tugas Pejabat BLUD

1) Pejabat pengelola terdiri atas:

a.. Pemimpin

Mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Kewenangan dan Proses pengangka

a) Pejabat Pengelola Profesional

(1) Walikota berwenang

Pejabat Pengelola yang

BLUD sesuai dengan masa j
{21 Walikota membentuk

melaksanakan pengangka

Daerah.

sesuai dengan ketentuan

manusia sebagai berikut:

dan pegawai selain dari

dengan kebutuhan,

kan prinsip efisiensi,

pelayanan.

tenaga profesional lainnya

lainnya diangkat

u0, dan dapat diangkat

berikutnya.

berikutnya paling tinggi

berasal dari profesional

dan komposisi yang telah

tan Pejabat Pengelola dan

Praktek Bisnis Yang

keterampilan, integritas,

p perilaku yang diperlukan

BLUD

dan memberhentikan

dari Profesional lainnya

panitia seleksi untuk
usul Sekretaris

a <-'

atas
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(3) Tugas Panitia Seleksi yai

Pejabat Pengelola untuk
Walikota melalui

(4) Seleksi calon Pejabat

kelayakan dan kepatutan

dengan kebutuhan dan

syarat yang ditentukan.

(5) Pejabat Pengelola dapat

kontrak.

b) Pegawai Profesional lainnya

(1) Kepala Dinas atas usul

dan memberhentikan

BLUD.

(21 Usulan Pemimpin BLUD

masukan dari Pejabat

{3) Pengangkatan Pegawai

dilaksanakan melalui

Seleksi yang dibentuk

BLUD.

l4l Tata cara pelaksana

Profesional Lainnya BLU

Lampiran yang merupakan

Peraturan Walikota ini.

(1) Persyaratan yang harus di

menjadi Pejabat Pengelola

Lainnya BLUD meliputi:

Warga Negara Indonesia;

tidak pernah dihukum

berdasarkan putusan

mempunyai kekuatan h

suatu tindak pidana kejaha

t4) tidak pernah diberhentikan

PNS atau tidak pernah

l2l
(3)

hormat sebagai pegawai

36

melakukan seleksi calon

diajukan dan ditetapkan

Daerah.

dilakukan melalui uji
(fit and proper test) sesuai

petensi bakal calon sesuai

secara tetap dan

BLUD mengangkat

wal Profesional Lainnya

setelah mendapatkan

dan Pejabat Teknis.

Lainnya BLUD

penerimaan oleh Panitia

Dinas atas usul Pemimpin

penerimaan Pegawai

diatur lebih lanjut dalam

tidak terpisahkan dari

BLUD

uhi untuk dapat diangkat

yang berasal dari Pegawai

penjara atau kurungan

yang sudah

tetap karena melakukan

tidak hormat sebagai

berhentikan dengan tidak

4/

il. Persyaratan Pengangkatan

a) Pejabat Pengelola Profesional

r/



t5) mempunyai pendidikan

yang setara;

(6) berusia paling rendah 35

tahun pada saat seleksi

tT) mempunyai kecakapan,

sesuai dengan posisi jaba

(8) berkelakuan baik yang

Keterangan Catatan

(9) sehat jasmani dan rohani

Keterangan Sehat dari

(10) tidak berkedudukan

pengurus Partai Politik

surat Pernyataan;

(11) lulus uji kelayakan dan

bagi Pejabat Pengelola

ditetapkan Walikota; dan

(12) mengikuti seleksi

b) Pegawai Profesional Lainnya BL

(1) Persyaratan yang harus

menjadi Pegawai Profe

Warga Negara Indonesia;

tidak pernah dihukum

berdasarkan putusan

mempunyai kekuatan h

suatu tindak pidana

(41 tidak pernah diberhentikan

PNS atau tidak pernah

hormat sebagai pegawai

{5) mempunyai pendidikan

sederajat, kecuali untuk

bakti, petugas ke

paling rendah SMP;

(6) berusia paling rendah 1

penerimaan dan paling

(71 mempunyai kecakapan,

yang diperlukan;

(2)

(3)

-rendahnya 51 atau

un dan paling tinggi 58

, dna keterampilan

yang diperlukan;

dibuktikan dengan Surat

;

dibuktikan dengan Surat

di Instansi Pemerintah;

Anggota dan/atau

tu yang dibuktikan dengan

tutan (fit and proper test)

Panitia Seleksi yarrg

Pejabat Pengelola.

D

uhi untuk dapat diangkat

Lainnya BLUD meliputi:

penjara atau kurungan

yang sudah

tetap karena melakukan

tidak hormat sebagai

tikan dengan tidak

rendah SMA atau yang

tertentu seperti pramu

dan satpam pendidikan

tahun pada saat seleksi

40 tahun;

, dan keterampilan

A/
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(8) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Catatan

(9) sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat
Keterangan Sehat dari

(10) tidak berkedudukan se

Partai Politik tertentu

Pernyataan; dan

Instansi Pemerintah;

anggota dan/atau pengurus

dibuktikan dengan surat

(11) lulus seleksi penerimaan BLUD

{12) Usia paling tinggr terhadap Pegawai

Profesional Lainnya BLUD

terus menerus selama 1

ang sudah mengabdi secara

BPAM Banjarbakula men pkan PPK BLUD.

III. Batas Usia

Masa jabatan pejabat pengelola

BLUD paling lama 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang sesuai

jangka waktu paling lama 1

IV. Pemberhentian

a) Pejabat pengelola Profesional

Pejabat Pengelola Profesional

dengan hormat karena:

(U meninggal dunia;

{21 masa jabatannya berakhir;

(3) atas permintaan sendiri;

{4) mencapai batas usia 65 tah

(5) perampingan organisasi;

(6) tidak cakap jasmani atau

menjalankan kewajiban se

tahun sebelum UPTD

yang tersedia dalam

tahun berikutnya.

Profesional Lainnya

ya BLUD

BLUD diberhentikan

sehingga tidak dapat

Pejabat Pengelola;

Profesional Lainnya

dapat diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) jabatan berikutnya.

Pegawai Pegawai Profesional

diberhentikan untuk jangka

BLUD dapat diangkat dan

paling lama 1 (satu) tahun

(satu)

Perpanjangan perjanjian kerja

BLUD dilakukan dengan keten

a. memenuhi persyaratan; dan

b. memiliki hasil penilaian dengan niali baik.

7l-
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(8)

te)

Dalam hal telah mencapai batas usia

Lainnya BLUD yang memiliki sifat

tertentu dapat dilakukan

ketentuan peraturan perundang-

Pemimpin BLUD kepada Kepala Dinas.

(7) tidak melakukan perbu yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan undangan.

terlibat dalam tindakan merugikan BLUD;

putusan pengadilan yangdinyatakan bersalah

telah berkekuatan hukum P; dan

(10) terlibat dalam tindakan

kerugian BLUD, negara

yang menyebabkan

/ atau daerah

b) Pejabat Pengelola l,ainnya BLUD dapat

diberhentikan dengan hormat

sendiri atau tidak dengan tidak

tidak atas permintaan diri

(1) dihukum penjara atau

pengadilan yang telah

t karena:

berdasarkan putusan

punyai kekuatan hukum

tetap karena melakukan

ancaman hhukumannya

pidana kejahatan yang

pat tahun atau lebih;

(2) melakukan pelanggaran

tingkat berat; atau

plin dengan kualifikasi

(3) melakukan terhadap ideologi negara

Pancasila, Undang- U Dasar Negara Republik

tahun, Pegawai Profesional

karena keahlian

masa kerja sesuai dengan

Lainnya BLUD yang

tertentu diusulkan oleh

a/
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Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang

menentang negara dan pemerintah.

Perpanjangan masa ke{a Pegawai

memiliki sifat kekhususan karena

sf



7. F'LEKSIBILITAS

KER.IASAMA OPERASIONAL

Untuk meningkatkan kualitas dan kuan pelayanan, BLUD-UPT dapat

melakukan kerja sama dengan pihak lain prinsip efisiensi,

efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

SKPD Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

kqiian untuk memperoleh persetujuan prinsip W

ntuk melakukan kerja sama

Dalam rangka kajian
BLUD-UPT mengajukan rencana kerjasama

Keuangan BLUD. Bentuk kerj'a sama dengan

a. kerja sama operasional;

b. sewa menyewa; atau

c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan BLUD-UPT

antara BLUD-UPT denganKerja sama operasional, merupakan perika

pihak 1ain, melalui pengelolaan manajemen proses operasional secara

kesepakatan kedua belahbersama dengan pembagian keuntungan

pihak. Sewa menyewa, merupakan penyerahan penggunaan/ pemakaian

barang BLUD-UPT kepada pihak lain atau se dengan imbalan berupa

tertentu, baik sekaligus

Walikota.

uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka

maupun secara berkala setelah mendapat

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan BLUD-UPI merupakan

kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD-UPT

dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan

BLUD-UPT.

yang menjadi kewajiban

KSO pada yang menerapkan PPK-BLUD dengan maksud

untuk meningkatkan produktivitas sumber daya

Pelaksanaan KSO pada PPK-BLUD adalah:

a. memperoleh aset BLUD;

pelayanan publik. Tujuan

b. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD;

c. memanfaatkan aset BLUD;

d. meningkatkan pelayanan publik;

e. meningkatkan pendapatan BLUD; dan

f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam

terlebih dahulu melakukan

BPKAD selaku Pembina

lain antara lain:

a/
4A

anan publik.
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Prinsip-prinsip pelaksanaan KSO adalah :

a. memberikan nilai tambah bagi BLUD dapat berupa peningkatan kinerja
pelayanan, pendapatan, efisiensi biaya,

masyarakat;

tan citra dan manfaat bagi

b. kesetaraan hak dan kewqfiban sesuai perjanj KSO;

c. objek peq'anjian kerja sama tidak diagunkan dan/atau
dipindahtangankan sampai masa kerja sama

d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi

dimiliki oleh BLUD;

e. KSO dilaksanakan untuk memperluas

pelayanan publik yang

meningkatkan mutu pelayanan publik

kemampuan daya beli masyarakat;

f. KSO tidak menimbulkan utang bagi BLUD;

g. tidak merubah fungsi aset;

uan pelayanan dan

tetap memperhatikan

h. memberi keuntungan pada semua pihak y bekerja sama; dan

i. proses penetapan pelaksana Mitra KSO

akuntabel dan kompetitif.

efektif, efisien, transparan,

BLUD dapat melakukan KSO dengan instansi tah pusat, pemerintah

provinsi, BUMN/BUMD, badan usaha swasta, dan perorangan.

Aset yang dapat dike{a samakan dengan mitra KS adalah:

a. aset tetap yang terdiri dari tanah, gedung/

fasilitas fisik lain;

b. sumber daya manusia; dan

c. aset lainnya misalnya aset tak berwujud,

, peralatan/mesin, dan

program computer.

Bentuk Kerjasama Operaslonal:

(U KSO yang dapat dilakukan oleh BLUD an

Penggunaan dan Pemanfaatan.

(2| KSO Pengadaan adalah KSO yang dilakukan

lain: KSO Pengadaan,

antara BLUD dengan mitra

KSO dalam rangka memperoleh/ barang/jasa bagi BLUD

{3) KSO Pengadaan meliputi keda sama

a. Bangunan/fasilitas fisik; dan

b. Jasa.

</
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Ketentuan KSO :

1. Bentuk kerja sama KSO Pengadaan Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik,
adalah Mitra KSO membangun Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik lainnya
dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengelola

BLUD dan/atau mengoperasionalkan sendiri.

2. BLUD hanya menyediakan tempat, sumber daya listrik dan sumber air
bersih yang diperlukan Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik KSo.

3. KSO Pengadaan Bangunan/Gedung/Fasilitas fisik, yang pemanfaatannya
merupakan bagian, tugas dan fungsi BLUD, dapat dilaksanakan dalam
bentuk sebagai berikut :

a. Bangun Serah Guna (Built-Tranfer-Operate), yaitu kerja sama dimana
mitra KSO mendanai, membangun bangunan/gedung /fasilitas fisik
dan menyerahkan kepada BLUD setelah pembangunan selesai. Mitra
KSO mengoperasikannya untuk suatu periode waktu tertentu sesuai

dengan pery'anjian.

b. Bangun Guna Serah (Built-Operate-Transfer), yaitu kerja sama dimana
mitra KSo mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan

suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu
atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan
tertentu. Setelah itu barulah bangunan / gedung/ fasilitas fisik tersebut

diserahkan kepada BLUD.

c. Build-Own-Operate, dalam hal mitra KSO mendanai, membangun dan

mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk
melakukan investasi lebih lanjut namun BLUD mengatur harga dan

kualitas layanan. Model ini banyak dipakai untuk menyediakan

fasilitas baru yang dapat diantisipasi bahwa permintaan pasar akan

selalu ada.

d. Mitra KSO mendanai, membanguh, mengoperasikan, dan memelihara

suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Keda sama

ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup
dengan suatu tingkat keuntungan tertentu.

e. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang

ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode

tertentu kepada BLUD.

f. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik

dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi

tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka

<--/
waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD.

0
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(1) Untuk KSO Pengadaan Jasa, mitra

diperlukan oleh BLUD sementara

diperlukan dalam rangka

l2l KSO Penggunaan, yaitu KSO yang

mitra KSO dalam rangka

BLUD baik alat maupun

penggunaannya masih sesuai

BLUD yang bersangkutan.

(3) Bentuk keda sama penggunaan da

a. aset BLUD dioperasikan dan di
b. mitra KSO mendanai, mem

memelihara suatu tambahan a

tersedia. Keda sama ini
periode tertentu atau biaya

tingkat keuntungan tertentu.

c. mitra KSO membangun atau

mengoperasikan, dengan

periode tertentu kepada BLUD.

d. mitra KSO membangun/

dioperasikan selama suatu

renovasi tertutup dengan suatu

setelah jangka waktu tertentu,

BLUD.

Kerja sama operasional pemanfaataan dan pola

A. Kerja sama Operasional

1. KSO Pemanfaatan aset BLUD berupa:

a. penyewaan aset/barang milik BLUD;

b. pinjam pakai;

c. kerja sama Pemanfaatanlahanl

d. bangun Guna Serah dan Bangun

2. KSO Penyewaan aset/barang milik BLUD

a. penyewaan aset/barang milik

bangunan yang sudah terbangun/

bangunan;

b. penyewaan atas tanah dan/atau

digunakan oleh pengelola BLUD;

menyediakan jasa yang

menyediakan segala hal

KSO tersebut.

antara BLUD dengan

dan menatausahakan aset

/ gedunglfasilitas fisik yang

tugas pokok dan fungsi

t berupa

oleh mitra KSO;

, mengoperasikan, dan

fasilitas publik yang telah

ng sampai suatu tambahan

tertutup dengan suatu

fasilitas yang ada,

bayar sewa untuk suatu

fasilitas publik dan

tertentu sampai biaya

keuntungan tertentu,

kembali kepada

; dan

Guna.

dalam bentuk:

berupa tanah dan/atau

dah ada atau belum ada

yang sebagian masih

q/'
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B. Pola Tarlf
I . Penetapan formula besaran tarif sewa

sebagai berikut :

a. mempertimbangkan harga pasar;

b. nilai buku aset/barang milik BLUD

c. lama sewa;

d. kompetitif; dan

e. pencapaian BEP (Break Event Point).

2. Penyewaan dilaksanakal berd

menyewa, yang sekurang-kurangnya me

a. pihak-pihak yang terkait dalam perj

b. hak dan kewajiban masing-masing

c. jenis, luas atau jumlah barang;

d. besaran tarif sewa;

e. jangka waktu;

f. force majeur;

C. tanggungjawab penyewa atas biaya

selama jangka waktu penyewaan; d

h. persyaratan lain yang dianggap

dengan ketentuan yang berlaku.

3. Hasil penyewaan merupakan penerimaan

untuk pembiayaan operasional BLUD.

44

kan dengan ketentuan

sebut;

surat pe{anjian sewa

uat :

1an;

onal dan pemeliharaan

u dan tidak bertentangan

BLUD dan dapat digunakan

fr <.P..

c. penyewaan atas aset/barang milik BLUD selain tanah dan/ atau
bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.

3. Penyewaan atas barang milik BLUD d:ilaksanakan oleh pengguna

barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

4. Peiaksanaan penyewaan atas aset/barang milik BLUD dilakukan oleh

Pengelola BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Aset/barang milik BLUD dapat disewakan kepada pihak lain
sepanjang berdasarkan perhitungan ekonomis menguntungkan BLUD.

6. Jangka waktu penyewaan aset/barang milik BLUD paling lama 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan evaluasi



1 Pinjam pakal

(1) Pinjam pakai aset/barang milik
dan/bangunan dapat

dengan pihak lain yang berminat

Pengguna Barang.

(2) Jangka waktu pinjam pakai aset/

2 (dua) tahun dan dapat di
pengkajian mendalam.

(3) Pinjam pakai dilaksanakan

sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terkait dalam

b. hak kewajiban masing-masing

c. jenis, luas atau jumlah asset/

d. jangka waktu;

e. tanggung jawab peminjam

pemeliharaan selama jangka

f. besaran tarif pinjam pakai; dan

g. persyaratan lain yang dianggap

2. Tata Cara Kerja Sama Operasi

(1) Keda sama pemanfaatan aset/

lain dilaksanakan dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan

BLUD; dan

b. meningkatkan penerimaan B

t2l Kerja sarna pemanfaatan aset/

dengan bentuk :

a. kerja sama pemanfaatan atas

yang sudah terbangun / ada;

b. kerja sama pemanfaatan atas

yang sebagian masih digunakan

c. kerja sama pemanfaatan atas

tanah dan/atau bangunan.

(3) Keda sama pemanfaatan atas

dilaksanakan setelah mendapat

dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

a Z/
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UD berupa selain tanah

antara Pengelola BLUD

mendapat persetujuan

milik BLUD paling lama

setelah dilakukan

surat perjanjian yang

lan;

yang dipinjamkan;

biaya operasional dan

peminjaman;

u

milik BLUD dengan pihak

guna aset/barang milik

milik BLUD dilaksanakan

dan/atau bangunan

danf atau bangunan

pengelola BLUD; dan

fbarang milik BLUD selain

/barang milik BLUD

uan Pemimpin BLUD

barang milik BLUDt4) Kerja sama pemanfaatan atas



Anggaran Pendapatan dan Be

memenuhi biaya operasional / p

diperlukan terhadap aset/ b
b. mitra kerja sama pemanfaa

seleksi yang obyektif dan

lelang/tender dengan m

kurangnya 3 (tiga) peserta/

mitra ke4'a sama pemanfaatan

tetap ke rekening BLUD setiap

c

pengoperasian f perl:anf aatan

pembagian keuntungan hasil ke

d. besaran pembayaran kontrib

keuntungan hasil keq'a sama

hasil perhitungan Tim KSO y

BLUD;

e. besaran pemanfaatan kontri

keuntungan hasil kerja sama

persetujuan Pemimpin BLUD a

f. selama jangka waktu pengo

kef a sama pemanfaatan

menggadaikan aset/barang mili

kerja sama pemanfaatan; dan

g. jangka waktu kery'a sama

tahun sejak perjanjian

diperpanjang setelah dilakukan

3. Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun S

a. dilaksanakan untuk meningka

umum dalam rangka penyele

fungsi; dan

b. tidak tersedia dana dalam An

Daerah / APBD maupun dari pen

(21 Bangun Guna Serah dan Bangun

BLUD, dilaksanakan oleh pengguna

46

up tersedia dana dalam

a Daerah/DPA BLUD untuk
araan f perbaikan yang

g milik BLUD dimaksud;

ditetapkan melalui proses

terbuka, atau dilakukan

sekurang-kutsertakan

t;

s membayar kontribusi

un selama jangka waktu

ng telah ditetapkan dan

a sarna pemanfaatan;

si tetap dan pembagian

manfaatan ditetapkan dari

g dibentuk oleh Pengelola

si tetap dan pembagian

tan harus mendapat

yang ditunjuk;

/pemanfaatan, mitra
g menjaminkan atau

BLUD yang menjadi objek

tan paling lama 5 (lima)

di datangani dan dapat

aluasi.

Guna Aset/ Barang milik
syaratan sebagai berikut:

pelayanan/ kepentingan

aan tugas pokok dan

an Pendapatan dan Belanja

apatan operasional BLUD.

Guna aset/ barang milik
g/Direktur/ Pemimpin

a <-,-.

a. tidak tersedia atau tidak cri

BLUD dapat dilaksanakan dengan



BLUD setelah mendapat persetuj
jenjang nilai.

(3) Penetapan status penggunaan

pelaksanaan Bangun Guna

dilaksanakan oleh Pemimpin BL
wewenang.

(4) Jangka waktu Bangun Serah

paling lama 10 (sepuluh) tahun sej

(5) Penetapan mitra Bangun Guna

dilaksanakan melalui seleksi obj

dengan lelang/tender dengan

kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

(6) Mitra Bangun Guna Serah dan

ditetapkan selama jangka waktu

kewajiban sebagai berikut :

a. membayar kontribusi ke

besarannya ditetapkan

yang dibentuk oleh pengelola

b. tidak menjaminkan,

memindahtangankan obj ek

Serah Guna; dan

c. memelihara objek Bangun

Guna tersebut.

l7l Mitra Bangun Serah aset/barang

objek Bangun Guna Serah kepada

jangka waktu

pemeriksaan/audit oleh aparat

Pemerintah Daerah.

Bangun Serah Guna aset/barang milik
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. mitra Bangun Serah Guna harus

Serah Guna kepada Pemimpin BLU

setelah selesainya pembangunan;

b. setelah dilakukan serah terima,

Guna mendayagunakan barang
jangka waktu yang ditetapkan dalam kerja sama;

47

dari Walikota sesuai dengan

sebagai hasil dari
dan Bangun Serah Guna

atau pejabat yang diberi

dan Bangun Serah Guna
perj anj ian ditandatangani.

dan Bangun Serah Guna

dan terbuka, dilakukan

t-sertakan sekurang-

Serah Guna yang telah

harus memenuhi

BLUD setiap tahun yang

hasil perhitungan Tim

menggadaikan atau

Guna Serah dan Bangun

Serah dan Bangun Serah

BLUD harus menverahkan

pin BLUD pada akhir

setelah dilakukan

pengawasan fungsional

UD, harus dilaksanakan

objek Bangun

pengguna barang segera

utnya Mitra Bangun Serah

BLUD tersebut sesuai

a/



setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun

serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan

fungsional Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diserahkan ke

Pemimpin BLUD.

Persyaratan dan Tata Cara Kerja Sama Operasional

KSO dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. BLUD memerlukan jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat tetapi BLUD tidak mempunyai dana, SDM

dan/atau sumber daya lainnya yang cukup/mampu untuk menyediakan
jasa atau aset tersebut;

b. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan/atau
sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset

dimaksud;

c. BLUD mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan/atau

sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan aset

dimaksud;

d. Jangka waktu pelaksanaan KSO aset tetap, tidak boleh melebihi masa

manfaat aset tetap yang bersangkutan, kecuali bagi tanah dan bangunan

paling lama (30) tiga puluh) tahun; dan

e. Telah dilakukan studi kelayakan oleh Tim KSO yang dibentuk oleh

Pimpinan BLUD.

Tata Cara Pengadaan KSO

(1) Tata Cara Proses Pengadaan KSO harus dilakukan melalui perencanaan,

pemilihan langsung, pelaksanaan dan pelaporia"n yang baik dan dilakukan

secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang

sehat (beauty contest) minimal 3 (tiga) peserta pilihan untuk KSO yang

asetnya bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

tzl Tata Cara Proses Pengadaan KSO harus dilakukan melalui perencanaan,

pelelangan/tender, pelaksanaan dan pelaporan yang baik dan dilakukan

secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang

sehat (beauty contest) minimal 3 (tiga) peserta lelang untuk KSO yang

asetnya bernilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(3) Dalam perencanaan BLUD harus mencantumkan rencana KSO dalam

rencana Strategis Bisnis BLUD dan/atau Rencana Bisnis dan Anggaran

BLUD dengan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan,

4/
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(4) Pengelola BLUD harus membentuk Tim un

membuat Studi Kelayakan sebagai bahan

BLUD dan/atau Dewan Pengawas untuk
dilaksanakan KSO.

t5) Studi kelayakan KSO) sekurangkurangnya

a. maksud dan tujuan;

b. jenis dan bentuk aset yang dikerj

c. analisis pendapatan dan biaya yang tim

d. proyeksi peningkatan manfaat keuangan

e. proyeksi peningkatan pelayanan yang

periode KSO;

f. analisa resiko KSO; dan

g. kesimpulan dan rekomendasi.

(6) Dalam Penunjukan Mitra pada BLUD Pen

dilakukan sesuai dengan Standar

ditetapkan oleh Pemimpin BLUD

setelah melalui mekanisme pemilihan

bawah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar ru

nilai aset di atas Rp.1.000.000.000,- (satu

nilai aset yang diatur dalam Peraturan W

Score Card atau meret Point.

(71 Hasil Penunjukan Mitra KSO dilaporkan

Surat Perjanjian dan pertimbangan

Penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional

(1) Penyusunan naskah perjanjian KSO

sahnya suatu pe{anjian yang diatur dalam

Perdata.

t2J Surat perjanjian antara BLUD dengan mitra

a. pihak-pihak yang terikat dalam pe{anj

b. obyek;

b. jenis/bentuk;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak yang

e. force majeur;

f. pengenaan sanksi; dan

g. persyaratan lain yang dianggap perlu

berlaku dalam hukum keperdataan.

melaksanakan KSO untuk

bangan bagi Pimpinan

utuskan perlu tidaknya

dalam pelaksanaan KSO;

periode KSO;

pkan akan dicapai selama

penunjukan mitra KSO

Prosedur (SOP) yang

Peraturan Walikota ini
untuk KSO yang bernilai di

) dan lelang terbuka untuk
rupiah), sesuai besaran

ini dengan metode Balance

Walikota disertai dengan

mitra KSO.

pada ketentuan syarat

b Undang-Undang Hukum

O memuat paling sedikit

dalam perjanjian KSO;

dengan ketentuan yang

aL.-q
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(3) Perjanjian KSO dibuat dengan

masalah hukum pada BLUD

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pengawas BLUD.

(41 KSO yang mengakibatkan pengalihal

BLUD, maka BLUD dan Mitra KSO harus

terima barang kepada BLUD.

(5) Proses pelaksanaan pemilihan Mitra

Panitia/ Pej abat Pengadaan dan/ atau Tim K

oleh Pimpinan BLUD untuk merencanakan,

menetapkan calon Mitra KSO berdasarkan

sesuai dengan prinsip efektif, efisien,

persaingan yang sehat.

Moaitorlng dan Evaluasi

Pengelola BLUD harus melakukan monitoring ata

(1) Aset KSO dilaporkan di dalam neraca BLUD

(satu) tahun.

(21 Apabila terdapat pelaksanaal KSO yang

Tim KSO harus segera mengambil

termasuk mengusulkan untuk melakukan

(3) Pimpinan BLUD daPat membentuk

diperlukan.

Pel,aporan

(1) Aset KSO dilaporkan di dalam neraca BLUD

(satu) tahun.

(21 Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO

yang dilaporkan dalam laporan operasional

(3) Dalam hal terjadi masalah dalam pe

segera melaporkan kepada Pimpinan BLUD

yang

meliba bagian yang menanganl

sanakan Pola Pengelolaan

dan diketahui oleh Dewan

aset KSO kepada

embuat berita acara serah

KSO dilaksanakan oleh

yang diberikan wewenang

engumumkan, memilih dan

etode yang telah ditetapkan

, akuntabel dan

pelaksanaan KSO.

bagai aset lainnya setiap 1

sesuai dengan perjanjian,

-langkah penyelesaian

batalan KSO.

Monitoring khusus jika

sebagai aset lainnya setiaP 1

pakan pendapatan BLUD

UD secara bruto.

KSO, Pelaksana KSO harus

g bersangkutan.
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A. FLEKSIBILITAS

IITVESTASI

BLUD dapat melakukan investasi jangka

dapat segera dicairkan untuk dimiliki selama 12

tersebut dapat dilakukan sepanjang memb

pendapatan dan pelayanan masyarakat. Bentuk

berupa deposito pada bank dengan jangka waktu

berharga.

BLUD-UP| dapat melakukan investasi j
dengan risiko rendah dalam rangka manaje

diperkenankan melakukan investasi jangka

penyertaan modal pada pihak ketiga.

BLUD dapat melakukan investasi sepanj

peningkatan pendapatan dan peningkatan peiay

tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. Inve

pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (d

Investasi jangka dapat dilakukan dengan

pendek. Investasi jangka pendek antara iain:

a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai

dan/atau yang dapat diperpanjang secar

b. pembelian surat utang negara jangka pen

c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

a. dapat segera dipeq'ualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;

c. beresiko rendah.

Investasi Jangka Panjang

BLUD tidak dapat melakukan investasi j
persetujuan walikota. Bentuk investasi jangka

a. penyertaan modal;

1

2

ek yaitu investasi yang

ulan atau kurang. Investasi

manfaat bagi peningkatan

estasi jangka pendek dapat

sampai 12 bulan dan surat

pendek dalam instrumen

kas. BLUD-UPI tidak
ang dan/atau melakukan

memberi manfaat be$

kepada masyarakat serta

tasi berupa investasi jangka

g dapat segera dicairkan

belas) bulan atau kurang.

tan surplus kas jangka

dengan 12 (duabelas) bulan

otomatis;

ek; dan

panjang, kecuali atas

ang berupa:

dan

zL.--'
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b. pemilikan obligasi untuk masa jangka

c. investasi langsung seperti pendirian

d. pengembangan sarana dan prasarana.

Investasi jangka panjang adalah investasi y

dan fungsi BLUD.

PROSEDUR IIITIESTASI BLUD

Investasi jangka pendek dilaksanakan dengan

a. usulan investasi; dan

b. pelaksanaan f realisasi investasi.

Usulan investasi diajukan oleh Pemimpin B
mendapatkan persetujuan setelah mendapat

Pengawas. Pemimpin BLUD melaksanakan

pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

Investasi jangka panjang dilaksanakan dengan

a. usulan investasi;

b. saran/pendapat dari Dewan Pengawas;

c. proses negosiasi antar Pemimpin BLUD

d. persetujuan/penolakan investasi; dan

e. pelaksanaanf realisasi investasi.

Pemimpin BLUD mengusulkan rencana investasi

investasi dilakukan dengan tahapan:

a. proses inisiasi investasi, sebagai berikut:

i. Melakukan pertemuan awal untuk
layak atau tidak layak untuk
mempertimbangkan kesesuaian

kemampuan BLUD.

2. Melakukan evaluasi awal terkait latar

investasi, tingkat imbal hasil, analisa

b. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai beriku

1. Analisis hukum.

2. Analisis pembiayaan dan kelayakan

3. Analisis resiko dan mitigasinya, dengan

kasus hukum, keuangan, skema in

mitra.

c. rekomendasi dan usulan investasi.

ang;

; dan

dapat menunjang tujuan

tahapan sebagai berikut:

kepada wali kota untuk
bangan dari Dewan

vestasi dan melaporkan

ui tahapan sebagai berikut:

calon 6 mitra investasi;

kepada wali kota. Usulan

peluang investasi yang

ditindaklanjuti dengan

strategi investasi dan

belakang investasi, nilai
dan tindak lanjut investasi.

perhatikan data hukum,

, profil perusahaan calon

,r-/'
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Untuk investasi jangka panjang, us investasi yang diajukan
Pemimpin BLUD, wali kota meminta saran/
Atas dasar permintaan wali kota, Dewan

dari Dewan Pengawas.

mempelajari analisa
investasi dan memberikan saran/pendapat

sebagai dasar pelaksanaan negosiasi.

kepada Pemimpin BLUD

Pemimpin BLUD melaporkan hasil kepada Dewan Pengawas.

Berdasarkan analisa investasi dan hasil negosiasi, Dewan

Pengawas memberikan pertimbangan kepada kota untuk dikeluarkan

uan wali Pemimpin BLUDpersetujuan/penolakan investasi. Atas dasar

melaksanakan investasi.

IIASIL INTIESTASI

Hasil investasi, merupakan pendapatan yang dapat dipergunakan

sesuai Rencana Bisnissecara langsung untuk membiayai

Anggaran.

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN TTIALUASI

Pemantauan dan pembinaan terhadap in

berkala oleh Pejabat Pengelola Keuangall Daerah.)

tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak

kan untuk mengetahui

terhadap investasi BLUD dilakukan secara oleh Dewan Pengawas

a/

BLUD dilakukan secara

fr
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9. FLEKSIBILITAS

RTMUNERASI

SDM BLUD dapat diberikan remunerasi ses

jawab dan profesionalisme yang telah d

imbalan keqja yang diberikan berupa gaji, tu
insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan uang

Azas remunerasi adalah :

a. proporsionalitas, yang diukur dengan be

dan besaranpendapatan operasional B
Perhubungan Kota Pekanbaru

b. kesetaraan, yang memperhatikan BLUD

Perhubungan Kota Pekanbaru yang sejenis;

c. kepatutan, yang melihat kemampuan B

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memb

d. penghargaan, adalah imbalan yang diberikan

meningkatkan pendapatan BLUD yang dihasi
yang akan diterima;

e. kebersamaan, dimaksud untuk menumbu

kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawa

yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah sa

oleh unit lainnya, sesuai dengan perannya

mencegah timbulnya arogansi individu;

keterbukaan, prinsip keterbukaan ini be

transparansi/foir penghasilan BLUD UPI
Kota Pekanbaru, termasuk besarnya insentif y

masing individu dan terbuka untuk diketahui

Tujuan diberikannya remunerasi adalah :

a. meningkatkan kinerjapelayanan;

b. memenuhi rasa keadilan;

c. cara perhitungannya bersifat terbuka

Hak dan Kewajiban

l) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, seluruh p

f.

remunerast.

k

dengan tingkat tanggung

Remunerasi merupakan

angan tetap, honorarium,

enslun.

a beban aset yang dikelola

UPT Perparkiran Dinas

UPT Perparkiran Dinas

UPT Perparkiran Dinas

upah kepada pegawai;

pegawai yang berhasil

, semakin besar imbalan

kan rasa persatuan dan

bersama, sehingga apapun

individu dapat dirasakan

hinga kebersamaan dapat

adanya mekanisme

kiran Dinas Perhubungan

g dihasilkan oleh masing-

leh pegawai

ai berhak mendapatkan

</.
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2) Manajemen BLUD UPT Perparkiran Dinas p{rhubungan Kota pekanbaru

berkewajiban menyediakan alokasi dana rer{unerasi berupa berupa gaji
non PNS, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, asuransi pegawai,
pesangon dan f atau tunjangan, melalui nerr{..ra Bisnis Anggaran (RBA)

BLUD U}yI Perparkiran Dinas perhubrr*., ,$* pekanbaru.

3) setiap pegawai berkewajiban memberikan koptribusi ke pos Remunerasi
yang besaran persentasenya ditentukan dalar{ system remunerasi.

4l setiap pegawai yang memangku jabata, pad{ pusat pendapatan (revenue

center) berkewajiban menyusun rencana bisnis (Business plan) yang
dilengkapi dengan system akuntabilitas 

I
I5) Setiap pegawai yang memangku jabatan struklural pada pusat pengeluaran

(cost center) berkewajiban menyusun renfa aksi strategi (Strategic

Action Plan) yang dilengkapi dengan sistem aluntabi_litas.

6) Seluruh pegawai berkewajiban memberikan p{ayanan yang optimal sesuai

dengan standar pelayanan minimal (SPM) yan$ berlaku

Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesiondl Lainnya BLUD diberikan
remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan flrofesionalisme. Remunerasi

adalah pemberian imbalan atas jasa, yarrg a"pqlt berupa gaji, honorarium,
tunjangan tetap, jasa pelayanan (insentif), ,r.,["oU"., kesejahteraan atas

I

prestasi kerja, pesangon dan/ atau tunjangan Renfiun yang diberikan kepada
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Tim Penilai pan seluruh pegawai BLUD

UPT Perkarkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanb4ru.
i

Remunerasi merupakan imbalan keda yang piberikan dalam komponen

meliputi:

a. gaji yaitu imbalan kerl'a berupa uang yang rc.ffat tetap setiap bulan;
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa ufng yang bersifat tambahan

pendapatan di luar gaji setiap bulan;

c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uan{ VanS bersifat tambahan
pendapatan di luar gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja 
leruna uang yang bersifat

tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangqn tetap dan insentif, atas
prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) ltrfi a*a- 1 (satu) tahun
anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tert{rtu;

e. pesangon dan/atau tunjangan pensiun adal{h imbalan finansial bersih
yang diberikankepada Pejabat Pengelola dan dewan Pengawas, Sekretaris

Dewan Pengawas, Tim Penilai dan Pegawai Vanp telah purna tugas.

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. I

7a-/'
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g. Tunjangan Kesejahteraan adalah tam

Pengelola dan seluruh pegawai BLUD UPT per

Kota Pekanbaru, yang diberikan atas dasar

beban kerja dan dananya dapat bersumber

BLUD UPT Perkarkiran Dinas Perhu

APBD.

Pejabat Pengelola menerima remunerasi meliputi:

1) bersifat tetap berupa gaji;

2l bersifat tambahan berupa insentif dan bonus

3) pesangon bagi pegawai pemerintah dengan

lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Si

Pengaturan remunerasi mempertim

kesetaraan, kepatutan, kesetaraan dan kinerja.
prinsip, pengaturan remunerasi dapat

daerah/wilayah. Untuk mengatur

membentuk tim yang ditetapkan oleh pimpinan

dapat berasal dari unsur:

a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan

b. Perangkat Daerah yang membidangi

c. perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

Pengaturan renumerasi dihitung berdasarkan in

a. Pengalaman dan masa kerja (basic indexl;

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

c. resiko ke{a (nsrc indexl;

d. tingkat kegawatdaruratan (emergencg index);

e. jabatan yang disandang$tositioninde$; dan

f. hasil/capaian kinerJa @erforrnance index).

GaJi

Pejabat Pengelola Profesional Lainnya BLUD

gaji. Besaran gaji yang diberikan kepada

Lainnya BLUD diusulkan oleh Kepala Dinas

Pengelola Profesional Lainnya BLUD

a.

Profesional Lainnya BLUD diberikan remu

a/ 56

pendapatan bagi Pejabat

kiran Dinas Perhubungan

kerja, resiko kerja dan

pendapatan operasional

Kota Pekanbaru dan/atau

prestasi; dan

anjian kerja dan profesional

prinsip proporsionalitas,

mem-pertimbangkan

hatikan indeks harga

BLUD, Walikota dapat

LUD yang keanggotaannya

LUD;

keuangan daerah;

tor penilaian, meliputi:

competencg inde$;

remunerasi berupa

bat Pengelo1a Profesional

Walikota. Gaji Pejabat

setiap bulan. Pegawai

berupa gaji. Besaran gal'i

7?/



Pegawai Profesional Lainnya BLUD diusulkan
Kepala Dinas.

b. Remunerasi dl Luar Gaji

Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional

remunerasi diluar gqji yang berupa tunj
prestasi, pesangon, dan pensiun. Pem

besarannya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD

c. Cuti Dan Disiplin Bagi Pejabat

Lainnya BLUD

Cuti dan disiplin bagi Pejabat Pengelola dan

BLUD diberikan berdasarkan ketentuan

yang mengatur tentang cuti dan disiplin bagi

disiplin bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai

diatur oleh Kepala SKPD

d. Penilalan KinerJa Bagi Pejabat Pengelola

Lainnya BLUD

Penilaian kinerja Pejabat Pengelola

kineda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris

Penilaian kinerja Pegawai Profesional

penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam

ditandatangani oleh Pejabat Keuangan dan

penilai dan Pejabat Pengelola BLUD selaku a

Penilaian kinerja Pejabat Pengelola dan

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:

1) Perpanjangan perjanjian kerja;

2l Pemberian remunerasi; dan

3) Pemberhentian dan/atau pemutusan

PEMBAGIAN INSENTIF

Besaran maksimal insentif sebesar 4Oa/o (em

pendapatan BLUD.

Komponen dari pendapatan BLUD,

dan biaya pegawai. Dengan kategori sebagai beriku

a
57

Pemimpin BLUD kepada

BLUD dapat diberikan

tetap, insentif, bonus atas

remunerasi di luar gaji,

Dan Pegawai Profesional

,wai Profesional Lainnya

perundang-undangan

PNS. Pelaksanaan cuti dan

Profesional Lainnya BLUD

Dan Pegawal Profesional

merupakan hasil penilaian

dilakukan oleh Walikota

BLUD merupakan hasil

waktu 1 (satu) tahun yang

t Teknis selaku pejabat

pejabat penilai.

Profesional Lainnya BLUD

ian kerja

t puluh persen) dari nilai

untuk biaya operasional

fZ-./
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a Biaya operasional BLUD UPT Perpar

Pekanbaru yaitu 600/o;

b. Biaya Pegawai diberikan maksimal 4O/o {

insentif dan 2Oo/o untuk investasi /
BLUD;dan

Penghitungan rasio antara biaya operasional,c

antara lain memperhatikan RSB, RBA,

kemampuan finansial.

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai

a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling

puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;

b. honorarium anggota Dewan Pengawas

puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD

c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas

belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan

diberhentikan sementara dari jabatannya

(1ima puluh persen) dari remunerasi/honorarium

sejak tanggal diberhentikan sampai dengan di

tentang jabatan yang bersangkutan.

Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang

jabatannya memperoleh penghasilan sebesar

remunerasi bulan terakhir di BLUD-UPT sejak

sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan

dapat memberikan tunjangan tetap. Insentif,

dan/atau pensiun kepada Pejabat Pengelola,

Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD-UPT, dengan

pendapatan BLUD-UPT yang bersangkutan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pola

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sepanjang

lebih lanjut oleh Kepala UPT Perparkiran Dinas

sebagai pemimpin BLUD.

Dinas Perhubungan Kota

komposisi 2Oo/o untuk

) dari nilai pendapatan

dan belanja pegawai

pelayanan minimal dan

t
sebesar 4Oo/o (empat

banyak sebesar 36% (tiga

dan

banyak sebesar 15% (lima

Dewan Pengawas yang

penghasilan sebesar 507o

terakhir yang berlaku

keputusan de{initif

sementara dari

(lima puluh persen) dari

diberhentikan atau

t terakhir. BLUD-UPT

s atas prestasi, pesangon,

Pengawas, Sekretaris

perhatikan kemampuan

Keuangan Badan

teknis dapat diatur

ubungan Kota Pekanbaru

e/
3
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10. TLEKSIBILITAS

SILPA/DEFISIT

Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran BLUD selama 1 tahun anggaran. dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan likuiditas yang digun untuk membiayai program

merupakan selisih kurangdan kegiatan melalui mekanisme APBD.

antara pendapatan dan belanja BLUD.

Ketentuan penggunaan SILPA

U Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan BLUD sepanjang memberi

manfaat bagi peningkatan pelayanan a BLUD dan dengan

mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD.

2l Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan BLUD pada tahun anggaran

berikutnya tanpa menunggu perubahan

daerah

pendapatan dan belanja

3) Pemanfaatan silpa BLUD tahun anggaran

untuk :

yang pergunakan

d. Menutupi deficit anggaran apabila

daripada realisasi belanja

e. Mendanai pelaksanaan kegiatan

langsung

pendapatan lebih kecil

utan atas beban belanja

f. Mendanai kew4jiban lainnya yang

anggaran belum diselesaikan

dengan akhir tahun

Karakteristik SILPA BLUD

d. Diperoleh dari selisih lebih antara realisasi

belanja BLUD pada tahun anggaran

patan BLUD dan realisasi

e. Dihitung berdasarkan Laporan Realisasi

anggaran

f. Dapat digunakan dalam tahun anggaran

pada 1 (satu) periode

tnya, kecuali atas perintah

kepala daerah disetorkan sebagian atau sel hnya ke kas daerah dengan

mempertimbangkan posisi Liquiditas dan pengeluaran BLUD

g. Pemanfaatan dilaksanakan dalam tahun
digunakan untuk memenuhi likuiditas

berikutnya dan

a/a
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h. Pemanfaatan digunakan untuk membiayai

harus melalui mekanisme APBD

i. Apabila dalam kondisi mendesak dapat

perubahan APBD. Kriteria kondisi mendesak

1) Program dan kegiatan pelayanan dasar

belum tersedia dan/atau belum cuku

anggaran beq'alan

2) Keperluan mendesak lainnya apabila

lebih besar bagi pemerintah daerah dan

Prosedur Penggunaan silpa BLUD

U Nilai silpa yang diperoleh dilaporkan

Pekanbaru, untuk diperhitungkan dan

tahun anggaran berikutnya

2l silpa digunakan sesuai dengan kebutuhan

3)

d. Belanja pegawai

e. Belanja barang dan jasa

f. Belanja modal

Nilai silpa BLUD termasuk dalam perhi

bisnis anggaran tahun berikutnya

Penggunaan silpa terdapat dalam daftar4l

pada rencana bisnis anggaran tahun beriku

5) Mekanisme pelaksanaan silpa BLUD

mekanisme pelaksanaan anggaran SKPD

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Pemantauan dan Evaluasi

1) Pelaksanaan pemanfaatan silpa BLUD

berkala sesuai kebutuhan

2) Pemantauan dilakukan untuk
penggunaan surplus anggaran dalam mem

BLUD.

dan kegiatan yang

dilaksanakan mendahului

p

yang anggarannya

anggarannya pada tahun

menimbulkan kerugian

t

Walikota dan BPKAD Kota

digunakan di awal bulan

jenis belanja BLUD meliputi

anggaran pada rencana

belanja kebiatan BLUD

pakan pengecualian dari

tidak menerapkan pola

pemantauan secara

u1 tingkat keberhasilan

program dan kegiatan

?/a
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Hal-hal yang belum diatur dalam

mengenai teknis dapat diatur lebih lanjut
UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota

w

Walikota ini sepanjang

urat keputusan oleh Kepala

sebagai pemimpin BLUD.

OTA PEKANBARU

\

IRDAUS
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